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Abstract. Indonesia among the top five countries with the highest number of elderly people in
the world. Various policies and programs run by the government-of which stipulated in Law
No. 13 of 1998 section 25 of the Welfare of Elderly and Government Regulation No. 43 Year
2004 on the Implementation of Measures to | mprove Welfare of Elderly. In Law No. 13 of 1998
on the Welfare of Ageing, some policies set forth therein, among others.The objective is to
formulate alternative development policy in improving the quality of life of the elderly that is
based on the basic needs of the elderly, sebalumnya policy studies and current. The method
used in compiling this policy review is a library method. Referring to the basic needs of the
elderly and a review of current policies may be proposed alternatives elderly health policy,
namely. a) Policy Providing convenience for ederly people who have health problems to
reach health services, for example with JAMKESMAS and Elderly Social Insurance
(Jasodlansia); b) Need to develop local regulations (Perda) that binds and supports social
security programs elderly; c) It is also necessary policy support the provision of adequate
resource support for the Elderly and the strengthening of Posyandu operational and
management structure at the village level. Therefore, it can be formulated suggestion /
recommendation for the government to review and or run some policy development related
health of the elderly so that they can live in peace and not a liability in nation building.
Keywords. Elderly, Policy, Health Devel opment

Abstrak. Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di
dunia. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah di antaranya tertuang
dalam UU-RI Nomor 13 tahun 1998 pasal 25 tentang Kesgjahteraan Lanjut Usia dan PP
Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesgahteraan Lanjut Usia
Dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesgahteraan Lanjut Usia tertuang adanya empat
kebijakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyusun aternatif kebijakan pembangunan
dalam peningkatan kualitas hidup lansia yang didasarkan pada kebutuhan dasar lansia, kajian
kebijakan sebalumnya dan saat ini. Metode yang digunakan dalam menyusun telaah kebijakan
ini adalah metode kepustakaan.Mengacu pada kebutuhan dasar lansia dan kgjian kebijakan saat
ini dapat diusulkan alternatif kebijakan kesehatan lansia yaitu : a) Kebijakan pemberian
kemudahan bagi para lanjut usia yang memiliki masalah kesehatan dapat menjangkau
pelayanan kesehatan misanya dengan Jamkesmas dan Jaminan Sosia Lanjut Usia
(Jasoslansid); b) Perlu dikembangkan Perda yang mengikat serta mendukung program jaminan
sosial lanjut usia; c) Selain itu perlu juga dukungan kebijakan penyediaan dukungan sumber
daya yang memadai untuk operasiona Posyandu Lansia serta penguatan struktur dan
mangiemen pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu dapat dirumuskan
saran/rekomendasi agar pemerintah dapat mengkaji ulang dan atau menjalankan beberapa
alternatif kebijakan yang terkait dengan pembangunan kesehatan lansia sehingga mereka dapat
hidup dengan sgjahtera dan tidak justru menjadi beban dalam pembangunan bangsa.

Kata Kunci : Lanjut Usia, Kebijakan, Pembangunan K esehatan
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Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam lima
besar negara dengan jumlah lanjut usia
terbanyak di  dunia. Sebagaimana
diketahui, bahwa penduduk lanjut usia
adalah penduduk yang berumur 60
tahun atau lebih. Berdasarkan sensus
penduduk pada tahun 2010, jumlah
lanjut usia di Indonesia yaitu 18,1 juta
jiwa (7,6% dari total penduduk). Pada
tahun 2014, jumlah penduduk lanjut
usia di Indonesia menjadi 18,781 juta
jiwa dan daam perkem-bangannya
diperkirakan pada tahun 2025, jumlah
penduduk lanjut usia akan mencapai 36

jutajiwa’?
Berdasarkan UU No. 36 tahun
2009 pasad 138 bahwa upaya

pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia
harus ditujukan untuk menjaga agar
tetap hidup sehat dan produktif secara
sosial maupun ekonomi sesuai dengan
martabat kemanusiaan. Pemerintah
wajib menjamin ketersediaan
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi
kelompok lanjut usia untuk dapat tetap
hidup mandiri dan produktif. 3

Masadlah kesehatan pada lanjut
usia berawa dari kemunduran sel-sel

tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan

tubuh menurun serta faktor resiko
terhadap penyakit pun meningkat.
Masalah kesehatan yang sering dialami
lanjut usia adalah malnutrisi, gangguan
keseimbangan, kebingungan mendadak,
dil. Selain itu, beberapa penyakit yang
sering terjadi pada lanjut usia antara
lain hipertensi, gangguan pendengaran
dan penglihatan, demensia, osteo-
porosis, dan sebagainya. Salah satu
contoh permasalahan yang ditimbulkan
dari peningkatan jumlah penduduk
lanjut usia adalah peningkatan rasio
ketergantungan lanjut usia (old age
dependency ratio). Setiap penduduk
usia produktif akan menanggung
semakin banyak penduduk lanjut usia
Memperhatikan  permasalahan  ini,
pemerintah telah merumuskan berbagal
kebijakan, program dan kegiatan guna
menunjang dergjat kesehatan dan mutu
kehidupan para lanjut usia agar
mandiri, sehat dan berdaya guna
sehingga dapat mengurangi  atau
bahkan tidak menjadi beban bagi
keluarga maupun masyarakat. *°
Tujuan umum dari penyusunan
policy brief ini adalah  untuk
aternatif kebijakan
peningkatan

mengetahui

pembangunan  dalam
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kualitas hidup lansia yang didasarkan
pada kebutuhan dasar lansia, kajian
kebijakan sebalumnya dan saat ini.
Sedangkan tujuan khususnya dapat
dirinci: 1) mengidentifikas kebutuhan
dasar lansia; 2) mengidentifikasi
kebijak-an tentang kesehatan lansia
sebelumnya dan saat ini; dan 3)
menyusun alternatif kebijakan tentang
kesehatan lansia yang berbasis kearifan
lokal.

Metode

Metode yang digunakan dalam
penyusunan policy brief ini adalah
Penulis
melakukan penelusuran pustaka yang

metode kepustakaan.
terkait dengan kebutuhan dasar lansia
serta kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang
terkait dengan kebijakan pembangunan
kesehatan pada lansia. Dari bahan-
bahan pustaka yang telah terkumpul
selanjutnya dilakukan analisis dan
sistesis untuk membangun  suatu
aternatif  solus yang  hendak
ditawarkan  dalam
kesehatan lansia.

pembangunan

Pembahasan

Berbagai kebijakan dan program
yang dijalankan pemerintah di antara
nya tertuang dalam UU-RI Nomor 13
tahun 1998 pasad 25 tentang
Kesgahteraan Lanjut Usia dan PP
Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pel aksanaan Upaya  Peningkatan
K esgjahteraan Lanjut Usia® ’

Dalam UU No. 13 Tahun 1998
tentang Kesgahteraan Lanjut Usia,
beberapa kebijakan yang dituangkan di
daamnya: 1) meningkatkan dan mem-
perkuat peran keluarga dan masyarakat
daam penyelenggaraan  pelayanan
sosial bagi lansia dengan melibatkan
melibatkan seluruh seluruh unsur dan
komponen masyarakat termasuk dunia
usaha, atas dasar swadaya dan
kesetiakawanan sosia sehingga dapat
melembaga dan berkesi-nambungan; 2)
meningkatkan koordinasi intra dan
intersektoral, antar berbagai instans
pemerintah di pusat dan daerah serta
dengan masyarakat/organisasi sosiad; 3)
membangun dan  mengembangkan
sistem jaminan dan perlindungan sosial
bagi lanjut usia; 4) membangun dan
memperluas aksesibilitas bagi kesgjah-
teraan  lanjut  usia dan 5)

meningkatkan, mengembangkan dan
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memantapkan  peran  kelembagaan
lansia untuk meningkatkan kualitas dan
profesionalitas pelayanan lansia. ©

Semua hal tersebut di atas memerlukan
keterlibatan peran dan tanggung jawab
pemerintah  dan masyarakat serta
lembaga maupun organisasi sosid
untuk bersama-sama dan berkomitmen
dalam mewujud-kan kesejahteraan bagi
para lanjut usia. Seluruh upaya ini
dilakukan dengan memberdayakan para
lanjut usa untuk ikut  aktif
berpartisipass  dalam  pembangunan
guna mengurangi kemiskinan,
memperoleh kesehatan yang lebih baik
dan mendukung kehidupan sosd
kemasyarakatan. Mereka diberdayakan
dengan tetap memperhatikan fungs,
keahlian,

keterampilan, pengalaman, usia, dan

kearifan, pengetahuan,
kondisi fisiknya. *
Masalah penduduk lanjut usia
dapat menjadi masadah besar atau
peluang yang tidak kalah besarnya.
Pertambahan jumlah penduduk usia
lanjut akan menyebabkan berubahnya
berbagai sendi kehidupan, ekonomi,
sosial kemasyarakatan, seperti
kebutuhan  hidup,

minuman. Beberapa pelayanan dan

makanan dan

kemudahan yang ada saat ini belum
sepenuhnya
kebutuhan lanjut usia. Seperti belum

mampu menjawab
adanya sarana dan prasarana umum
yang dapat memudahkan mobilitas
lanjut usia di tempat-tempat umum,
seperti jalan untuk kursi roda, jalan
bagi mereka yang bertongkat, pintu,
tangga, lift khusus untuk bangunan
bertingkat, dan tempat penyeberangan
bagi pegjalan kaki.

Kebutuhan Dasar Lansia dan Jenis
Pelayanan yang dibutuhkan
Sebagaimana  kelompok  usia
lannya, kelompok lanjut usia
membutuhkan pemenuhan kebutuhan
dasar berupa pangan (makanan), papan
(perumahan) dan juga sandang
(pakaian). Kebutuhan khusus lainnya
yang sangat penting bagi lansia seperti
pengobatan dasar, pengobatan lanjutan
ke rumah sakit, kebutuhan kebersihan
dan aat pembersih (sikat gigi, pasta
gigi, sabun mandi dan sebagainya).
Selain itu secara psikologis mereka
membutuhkan program-program pela-
yanan sosia yang memberikan mereka

kesibukan sebagai pengisi waktu luang,



| Wayan Mustika (Policy Brief...)

penyaluran hoby, terapi kelompok,
olahraga dan sebagainya.

Jenis pelayanan harian lanjut usia
pada kebutuhan dan

masalah lanjut usia Daam proses

didasarkan

pelayanan, lanjut usia dituntut untuk
berperan aktif dalam berbagai kegiatan
yang bermakna bagi masa tuanya
Pelayanan sosiad  bertujuan untuk
meningkatkan kemam-puan lanjut usia
dalam menyesuaikan diri terhadap
proses perubahan dirinya, baik secara
fiskk, psikologis maupun sosial.
Pelayanan sosial mencakup : bombing-
an sosia, pelayanan psikologis,
pelayanan kerohanian, pemeliharaan
fiskk dan kesehatan, penyediaan tempat
yang sehat dan aman serta pelayanan

rekreasi dan penyaluran hoby .

Kebijakan Sebelumnya dan Saat Ini
Salah satu produk hukum yang
secara langsung berkaitan dengan
kesgahteraan penduduk lanjut usia
adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun
1965 tentang Pemberian Bantuan
Penghidupan Bagi Orang Jompo yang
kemudian diikuti oleh Keputusan
Menteri Sosid RI Nomor HUK/3-1-
50/107 tahun 1971 tentang pel aksanaan

UU  tersebut. Sgalan  dengan
meningkatnya perhatian dan kepedulian
terhadap penduduk lanjut usia diserta
dengan perubahan pendekatan terhadap
kelompok
dikeluarkanlah UU No. 13 tahun 1998
tentang Kesgahteraan Lanjut Usa

penduduk ini, maka

(Tambahan Lembaran Negara Nomor
3796) sebagai pengganti UU No. 4
Tahun 1965 *°

Secara  umum, kebijakan
pengembangan kesgahteraan sosial
penduduk lanjut usia’: & Pembinaan,
peningkatan dan pengembangan peran
keluarga, @ masyarakat  lingkungan
setempat, organisasi sosia, lembaga
swadaya masyarakat dan para
pengusaha dalam mewujudkan
pelembagaan lanjut usia dalam
kehidupan bangsa; b) Peningkatan
pembinaan lanjut usia dalam kegiatan-
kegiatan usaha ekonomi produktif
terarah pada pemantapan kemandirian
sosial ekonomi para lanjut usia; c)
Peningkatan pelayanan kesejahteraan
lanjut usia di Panti Sosial Tresna
Werdha dan di luar panti sosial secara
multidisplin dalam keterpaduan antar

profes, lintas sektoral maupun lintas
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program yang dilakukan secara
komprehensif;

Deklarasi universal HAM yang
ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) menegaskan bahwa jaminan
sosial merupakan elemen dasar HAM
yang berlaku bagi seluruh warga negara
(termasuk Lansia) dan diarahkan untuk
memberikan perlindungan guna
mempertahankan taraf kesegahteraan
sosial yang layak. Negara yang tidak
melaksanakan jaminan sosia dapat
dipandang  sebagai
melanggar HAM.

International Plan of Action of

negara yang

Ageing (Vienna Plan) yang ditetapkan
dengan Resolusi N0.37/51 tahun 1982
menegaskan dalam Inti  Plan Action
adalah 1) menggak negara-negara,
bersama-sama atau sendiri, untuk
mengembangkan dan  menerapkan
kebijakan kehidupan
lansia, sgiahtera lahir batin, damai,

peningkatan

sehat dan aman; 2) mengkaji dampak

menuanya penduduk terhadap
pembangunan untuk mengembangkan
potenss lansa Untuk mendorong
terciptanya pembangunan yang selaras,
dibutuhkan lansia yang sehat dan

mandiri dengan dukungan dari segaa

pihak, vyaitu pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat, dan keluarga
Bentuknya berupa penye-diaan fasilitas
dan pelayanan kesehatan bagi lansia
untuk meningkatkan dergjat kesehatan
dan mutu kehidupannya dengan
menanamkan cara pola hidup sehat.

Perlindungan mengenai lansia
dalam bidang kesehatan ditetapkan
dengan Ketetapan MPR  Nomor:
IVIMPR/1999 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara 1999 - 2004,
Sektor Kesehatan dan Kesgjahteraan
Sosial, huruf e, menyatakan bahwa
daam membangun aspirasi terhadap
penduduk Lansia dan veteran untuk
menjaga harkat dan martabatnya serta
memanfaatkan pengalamannya, perlu
dilakukan upaya meningkatkan penge-
tahuan, keterampilan bagi lansia yang
masih produktif — agar dapat terus
berkarya dalam proses pembangunan
nasional sesuai kemampuan dan
pengetahuannya secara optima guna
terwujudnya kualitas lansia sebagal
potensi sumber daya manusia dalam
lingkungan hidup untuk mewujudkan
pembangunan. **

Pasa 41 (ayat 2) Undang-
undang N0.39 Tahun 1999 tentang Hak
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Asas Manusia dinyatakan, setiap
penyandang cacat, orang yang berusia
lanjut, wanita hamil, dan anak-anak
berhak memperoleh kemudahan dan
perlakuan khusus. Pengaturan dalam
pasal tersebut sesuai dengan Pasal 28H
(ayat 2) Undang-undang Dasar (UUD)
1945 Hasil Amandemen. Masih dalam
UU yang sama (UU No0.39/1999),
daam pasa 42 dinyatakan, setiap
warga negara yang berusia lanjut, cacat
fisk, dan atau cacat mental berhak
memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan, dan bantuan khusus atas
biaya negara, untuk menjamin
kehidupan yang layak sesuai dengan
martabat kemanusiaannya,
meningkatkan rasa percaya diri, dan
kemampuan  berpartisipass  dalam
kehidupan ber-masyarakat, berbangsa
dan bernegara. *

Dalam Pasal 14 (ayat 1) UU
Nomor: 13 Tahun 1998 tentang
Kesgahteraan Lanjut Usia dinyatakan,
pelayanan  kesehatan  dimaksudkan
untuk memelihara dan meningkatkan
dergat kesehatan dan kemampuan
lansia agar kondisi fisik, menta dan
sosialnya dapat berfungsi secara wajar

melalui upaya penyuluhan, upaya

penyembuhan (kuratif) yang diperluas
pada pelayanan geriatric. °© Dalam
pasa 14 (ayat 3) UU itu dinyatakan,
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan bagi lansia yang tidak
mampu, diberikan keringanan biaya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
sebagal penghormatan dan peng-
hargaan  kepada lansia,  seperti
kesehatan,

dalam penggunaan fasilitas dan bantuan

pelayanan kemudahan
sosial.

Dalan pasad 14 (ayat 2)
dinyatakan, pelayanan kesehatan bagi
lansia dilaksanakan melalui peningkat-
an: a) penyuluhan dan penyebarluasan
informasi; b) kuratif, yang diperluas
pada delapan bidang
geriatrik/

pelayanan
gerontologik; dan ¢
pengembangan lembaga perawatan
lansia yang menderita penyakit

kronis/penyakit terminal. °

Pengembangan Kebijakan Terkait
Lansia

Mengingat kebutuhan lansia dan
realitas kehidupan lansia dewasa ini
maka dapat disampaikan beberapa
pilihan kebijakan yang ditawarkan:
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Kebijakan Pemberian kemudahan

Kebijakan Pemberian kemudahan
bagi para lanjut usia yang memiliki
masalah kesehatan dapat menjangkau
pelayanan kesehatan misalnya dengan
Jamkesmas dan Jaminan Sosial Lanjut
Usia (Jasoslansia). Manfaat dari kebi-
jakan ini adadah dengan adanya
Jamkesmas dan JSLU memberikan
bantuan sosid kepada lanjut usia
sehingga mereka khususnya yang
masuk dalam katagori terlantar dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya dengan
cepat dan mendapat perhatian khusus
dari petugas kesehatan.

Kelemahan kebijakan ini adalah
data peserta Jamkesmas yang masih
belum akurat dan tumpang tindih
dengan jaminan kesehatan lainnya, dan
diserta dengan lemahnya sosialisas.
Di samping itu peralihan ke layanan
asurans oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosiad (BPJS) dan adanya
kewgjiban iuran untuk mendapatkan
kartu BPJS. Sehingga perlu dikem-
bangkan peraturan daerah (Perda) yang
mengikat serta mendukung program
jaminan sosial lanjut usia tersebut
dengan jalan: @) Memberi kemudahan

dalam penggunaan fasilitas, sarana dan

prasarana umum untuk lansia; b)
Memberi bantuan kemudahan lansia
untuk menjalankan  aktivitas dan
mengurus keperluannya; ¢) Penyediaan

fasilitas khusus bagi lansia

Kebijakan
sumber daya

penyediaan  dukungan
Kebijakan penyediaan dukungan
sumber daya yang memada untuk
operasional Posyandu Lansia serta
penguatan struktur dan mangemen
pembangunan di tingkat desa agar desa
dapat benar-benar menjadi Posyandu
Lansia sebagai salah satu ujung tombak
pemberdayaan masyarakat. Manfaat
dari kebijakan ini adalah Posyandu
Lansia dengan salah satu kegiatannya
pemberian makanan tambahan dapat
berjalan dengan baik.
Kelemahan dari kebijakan ini selama
ini belum ada yang secara tegas
mengatur dan memberikan dukungan
sumber daya posyandu, penyediaan
program  dan  anggaran  untuk

mendukung  operasional  posyandu
masih belum memadai, dan kurangnya
sumber daya manusia untuk men-

dukung posyandu.
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Kebijakan peningkatan pengetahuan,
sikap dan perilaku
Kebijakan peningkatan penge-
tahuan, sikap dan perilaku keluarga
lansia dan rentan dalam pembinaan
keluarga lansia dan rentan melalui
suatu program lansia yang terintegrasi.
Manfaat dari kebijakan ini dapat
menambah pengetahuan keluarga lansia
dan rentan dalam perawatan lansia
Sedangkan  kelemahannya  adalah
selama ini  pemanfaatan kelompok
Badan Koordinasi Lansia, forum-forum
pembinaan di lini lapangan belum
berjalan optima karena kurangnya
petugas lapangan serta sumber dana,
sarana dan  prasarana  kurang
mendukung kegiatan operasional di
lapangan. Karena opsi-opsi kebijakan
yang ditawarkan ini masih memiliki
beberapa kelemahan maka perlu
dikembangkan program pembangunan
kebijakan lanjut usa dengan
memperhatikan kaidah-kaidah budaya
dan keragaman adat istiadat di masing-
masing daerah.
Selain itu dalam penyusunan
kebijakan tentang kesehatan lansia kita
juga perlu memperhatikan beberapa

penelitian yang mengkai tentang

kesehatan lansia seperti misanya :
Hoogenhout, dkk yang mengukur
fungs kognitif  objektif, psikologi
kesgahteraan. Hasil  penditiannya
menunjukkan intervensi  pendidikan
komprehensif yang dilakukan mengu-
rangi reaksi emosiona negatif terhadap
fungs kognitif. Hal ini  berpotens
memberikan kesgjahteraan bagi lanjut
usia®™

Mackin, dkk. yang melakukan
intervensi dengan dua pendekatan yaitu
Problem Solving Therapy (PST) dan
Supportive Therapy (ST) mengukur
fungss  kognitif sebaga  variable
outcomenya. Hasil yang diperoleh
bahwa terjadi peningkatan dalam fungsi
kognitif setelah dilakukan psycho
therapy untuk depresi. Namun tidak ada
perbedaan hasil peningkatan fungs
kognitif dari kedua jenis intervens
yang dilakukan. *

Tai Chi program sebagal
program intervensi yang dilakukan
dalam penelitian Nguyen dan Manh
Hung, 2013 mengukur variabel out
come yang lebih banyak dibandingkan
yang lainnya yaitu dari aspek fisik dan
juga psikologis. Intervens  ini

menghasilkan  kekuatan, kebugaran,
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fleksibilitas dan keseimbangan dinamik
yang mengalami peningkatan pada
peserta Tai Chi program. * Pendlitian
Chippendale dan Boltz, 2015 dengan
Program Living Legends menggunakan
Cognitive screening sebagal variable
outcomenya. Hasil yang diperoleh dari
Legends adalah

meningkatkan rasa peserta dari tujuan

Program  Living

dan makna hidup, faktor yang dikenal
untuk mencegah hilangnya kognitif dan
kecacatan,  dibandingkan  dengan
menulis ulasan kehidupan sgja. *°

Di Bali misalnya, selain pilar kebijakan
standar sesua kebutuhan perlu juga
memperhatikan pemenuhan kebutuhan
psikologi. Seperti misalnya karena
kegiatan seperti mekekawin (menyanyi-
kan dan membaca sloka) memberikan
ketenangan batin maka sangat perlu
diintergrasikan dalam kebijakan lansia
ini. Dengan kata lain diperlukan
pembangunan kebijakan lansia yang
memperhatikan  kearifan lokal di

masing-masing daerah.

Simpulan
Kebutuhan dasar pada lansia
meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar

berupa pangan (makanan), papan

(perumahan) dan juga sandang
(pakaian). Kebutuhan khusus lainnya
yang sangat penting bagi lansia seperti
pengobatan dasar, pengobatan |anjutan
ke rumah sakit, kebutuhan kebersihan
dan alat pembersih (sikat gigi, pasta
gigi, sabun mandi dan sebagainya).
Selain itu secara psikologis mereka
membutuhkan program-program
pelayanan socia yang memberikan
mereka kesibukan sebagai pengis
waktu luang, penyaluran hoby, terapi
kelompok, olahraga dan sebagainya.
Beberapa kebijakan tentang
kesehatan lansia yang sudah dijalankan
sebelumnya dan saat ini: a) Pembinaan,
peningkatan dan pengembangan peran
keluarga, @ masyarakat  lingkungan
setempat, organisasi sosia, lembaga
swadaya masyarakat dan para
pengusaha dalam mewujudkan
pelembagaan lanjut usia dalam
kehidupan bangsa; b) Peningkatan
pembinaan lanjut usia dalam kegiatan-
kegiatan usaha ekonomi produktif
terarah pada pemantapan kemandirian
sosial ekonomi para lanjut usia; c)
Peningkatan pelayanan kesgahteraan
lanjut usia di Panti Sosial Tresna

Werdha dan di luar panti sosial secara
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multidisplin dalam keterpaduan antar
profes, lintas sektoral maupun lintas
program yang komprehensif.

Alternatif  kebijakan

kesehatan lansia yang berbasis kearifan

tentang

lokal dengan mengingat kebutuhan
lansia dan realitas kehidupan lansia
dewasa ini: @) Kebijakan Pemberian
kemudahan bagi para lanjut usia yang
memiliki masalah kesehatan dapat
kesehatan
misalnya dengan Jamkesmas dan

menjangkau  pelayanan
Jaminan Sosia Lanjut Usia
(Jasodlansia). b) Perlu dikembangkan
peraturan dagrah  (Perda) yang
mengikat serta mendukung program
jaminan sosia lanjut usia tersebut
dengan jalan : memberi kemudahan
dalam penggunaan fasilitas, sarana dan
prasarana umum untuk lansia, memberi
bantuan kemudahan lansia untuk
menjalankan aktivitas dan mengurus
keperluannya, penyediaan fasilitas
khusus bagi lansia, dukungan kebijakan
penyediaan dukungan sumber daya
yang memadai untuk operasiona
Posyandu Lansia serta penguatan
struktur dan mangemen pembangunan
di tingkat desa agar desa dapat benar-
benar menjadi Posyandu Lansia sebagai

salah satu ujung tombak pemberdayaan
masyarakat. Dan d) Kebijakan pening-
katan pengetahuan, sikap dan perilaku
keluarga lansia dan rentan dalam
pembinaan keluarga lansia dan rentan
melalui suatu program lansia yang
terintegrasi.

Saran/rekomendasi  yang diberi-
kan adalah agar pemerintah mengkaji
ulang dan atau menjalankan beberapa
aternatif kebijakan terkait dengan
pembangunan kesehatan lansia dengan
memperhatikan  kearifan local di
daerah sehingga
mereka dapat hidup dengan sgahtera
dan tidak justru menjadi beban dalam

masing-masing

pembangunan bangsa.
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